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ABSTRACT 

Investigation is the stage of settling a criminal case after the investigation. The initial 

stage is looking for the presence or absence of a criminal act in an event, when it is known 

that a crime has occurred, then an investigation can beacarried outabased onathe results 

ofathe investigation. Thisastudy aims toafind out how theaimplementation of an 

investigation into the crime of distributing documents containing decency accompanied by 

threats of violence inathe jurisdictionaof the Sukoharjo Policeaand to find athe obstacles 

and obstacles toacarrying out an investigation into the crime of distributing documents 

containing decency accompanied by threats of violenceain theajurisdictionaof the 

Sukoharjo Police. Based on thearesults ofathe research, the investigation carried out by 

investigators and assistant investigators are: contacting the reporter and completing the 

initial investigation administration (Mindik), examining witnesses and collecting evidence. 

Determine and search for and carry out investigations of suspects. Making coercive efforts 

against the reported person. Carry out investigative actions. Preparation and submission 

of case files. Supervision and control of investigations into immoral crimes and obstacles 

and obstacles in conducting investigations into criminal acts of distributing documents 

containing decency accompanied by threats of violence in the Sukoharjo Police 

jurisdiction, there are several obstacles, namely internal obstacles including difficulty in 

obtaining witnesses to crimes and the presence of perpetrators who are difficult to detect 

even using technology. External constraints are obstacles from outside the police 

institution, especially the Sukoharjo Police which do not support or even hinder the efforts 

of the Sukoharjo Police in tackling immoral crimes through social media. 

Keywords: Investigation, distributing documents and violence 

ABSTRAK 

 

Penyidikanamerupakan tahapanapenyelesaian perkaraapidana setelah penyelidikan. 

Tahapan permulaanamencari adaaatau tidaknyaatindak pidana dalamasuatu peristiwa, 

ketika diketahuiaada tindakpidanaaterjadi, maka saataitulah penyidikanadapat dilakukan 

berdasarkanahasil penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan 

kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo danauntuk 

mengetahuiahambatan danakendala pelaksanaanapenyidikan terhadapatindak pidana 

mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di 

wilayah hukum Polres Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaanapenyidikan 

yangadilakukan penyidikadan penyidikapembantu adalah: amenghubungi pelaporadan 

melengkapiaadministrasi penyidikana (Mindik) awal, apemeriksaan saksi-saksi dan 
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pengumpulanabukti-bukti. aMenentukan dan mencari sertaamelakukan pemeriksaan 

tersangka. aMelakukan upaya paksaaterhadap orang yangadilaporkan. 

Melakukanatindakan penyidikan. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara. Pengawasan 

dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila dan hambatan dan kendala pelaksanaan 

penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang 

disertai ancaman kekerasan di wilayah hokum Polres Sukoharjo terdapat beberapa kendala 

yaitu kendala internal meliputi Sulit memperolehasaksi kejahatan dan aKeberadaan pelaku 

yang sulit dideteksiasekalipun menggunnakanateknologi.  Kendalaaeksternal adalah 

hambatanadari luar lembagaakepolisian khususnyaaPolres Sukoharjo yangakurang 

mendukung atauabahkan menghambataupaya Polres Sukoharjoadalam menanggulangi 

kejahatanaasusila melaluiamedia sosial.  

 

Kata Kunci : Penyidikan, mendistribusikan dokumen dan kekerasan 

 

A. PENDAHULUAN 

Indonesiaasebagai negaraahukum dinyatakanadalam Pasal 1aAyat (3) Undang-

Undang DasaraNegara RepublikaIndonesia tahun 1945, ayakni Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum. aHasil amandemen, akonstitusi Indonesia telahamenempatkan 

hukumadalam posisiayang supremeadan menentukanadalam sistemahukum Indonesia. 

Ketentuan konstitusiatersebut berarti pulaabahwa dalam praktikaketatanegaraan 

Indonesia seluruhaaspek kehidupanadiselenggarakanaberdasarkanaatas hukum, dan 

hukumaharus menjadi titikasentral semua aktifitasakehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, adan bernegara1. Selainaitu Pasal 9 Ayata (1) Undang-Undanga39 Tahun 

1999 tentangaHak Asasi Manusiaamenjelaskan, bahwaasetiap orang berhakauntuk 

hidup danamempertahankan kehidupannya. 

Berbicara tentangahukum, pada umumnyaayang dimaksudkanaadalah 

keseluruhan kumpulanaperaturan-peraturan atauakaedah-kaedah dalamasuatu 

kehidupanabersama, yang dapatadipaksakan pelaksanaannyaadengan suatu sanksi2. 

Adapun tujuanapokok hukum adalahamenciptakanatatanan masyarakat yang tertib, 

menciptakanaketertiban, danakeseimbangan. Denganatercapainya ketertibanadi dalam 

masyarakatadiharapkan kepentinganamanusia akanaterlindungi, termasuk melindungi 

dalam bidangateknologi informasiayang sangat mempengaruhiaproses globalisasi3. 

Mediaaelektronik adalahasarana media massaayang menggunakanaalat-alat 

elektronik modern. aMedia elektronikamerupakan salahasatu jenis dari tiga jenis media 

massa, yaitu mediaacetak, mediaaelektronik, danamedia internet. Padaadasarnya media 

massaamemiliki karakteristikadalam menyampaikanapesan kepadaakhalayak luas. 

Penggunaanacomputer denganatelekomunikasi melahirkanasuatu fenomenaayang 

mengubahakonfigurasiamodel komunikasiakonvensional (face to face), adengan 

melahirkanakenyataan dalamatiga dimensi. Jikaadimensi pertamaaadalah kenyataan 

kerasadalam kehidupanaempiris manusiaa (hard reality), dimensiakedua merupakan 

kenyataanadalam kehidupanasimbolik dananilai-nilai yangadibentuk (soft reality) maka 

denganadimensi ketigaadikenal kenyataanamaya (virtualareality) yang melahirkan 

suatu formatamasyarakat lainnyaa 

 
1 Yesmi Anwar danaAdang. SistemaPeradilan Pidana. aWidya Padjajaran. aJakarta. 2009. Hal. 77 
2 SudiknoaMertokusumo. aMengenal HuumaSuatu Pengantar. aYogyakarta: aLiberty. 2003. Hal. 40 
3 Ibid. Hal. 77. a 
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Realitaayang munculakemudian adalahaberkembangnyaakejahatan yang lahir 

dalamacyber space yaituakejahatan yangaberkaitan denganadelik kesusilaanaterutama 

berkaitandenganamasalahapornografi,mucikari,danapelanggarankesusilaan/pencabulan/

perbuatanatidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaranakesusilaan di dunia 

cyber ini, muncul berbagaiaistilah seperti onlineapornography, cyberapornography, 

cyber sex, cyber love, acyber romance, dan lain sebagainya4. 

Pasal 45 ayata (1) jo Pasal 27 ayata (1) Undang-UndangaNomor 19 

Tahuna2016 tentang perubahan atasaUndang-Undang Nomora11 Tahun 2008atentang 

Informasi danaTransaksi Elektronikamenyatakan bahwa “setiapaorang yang sengaja 

danatanpa hakamendistribusikan dan/atau mentransmisikanadan/atau membuat dapat 

diaksesnyaaInformasi Elektronikadan/atau DokumenaElektronik yangamemiliki 

muatanayang melanggarakesusilaan sebagaimanaadimaksud dalamaPasal 27 ayat (1) 

dipidana dengan pidanaapenjara paling lamaayaitu 6 (enam) tahunadan/atau denda 

palingabanyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. Namun pada kenyataannya, 

masih ada yang melanggar pasal tersebut. 

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai 

dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi 

serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya5. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau 

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

Menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang 

cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat buktiadan ditentukan melaluiagelar pekara 

sehingga harus ada proses erlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi 

tersangka. Penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan 

sehati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan 

dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya 

suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum 

(pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada 

tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan 

dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya6. 

Tindakan tersebut dilakukan adalahauntuk mencariaketerangan dari siapaa saja yang 

diharapkanadapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadiadan dapat 

mengungkapkanasiapa yangamelakukan atau yang disangkaamelakukanatindak pidana 

tersebut. 

Berdasarkan alatar  belakangamasalah  di  atas, maka adalam  penelitian hukum 

ini Penulisamerumuskanamasalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan 

penyidikanaterhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan 

yang disertai ancaman kekerasan diwilayah hukum Polres Sukoharjo? Apakah 

hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana 

mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di 

wilayah hukum Polres Sukoharjo? 

 
4 Barda Nawawi Arief. Tindak PidanaaMayantara. 2005. Jakarta. aRaja Grafindo Persada. aHal. 176-177. 
5 M. Yahya Harahapa (selanjutnya disebutaM. Yahya Harahap I). aPembahasan PermasalahanaPenerapan 

KUHAP Penyidikand anaPenuntutan. 2009. Jakarta: Sinaragrafika. Hal. 109. 
6 Ibid. Hal. 109. 
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Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan 

yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk 

mengetahui hambatanadan kendala pelaksanaanapenyidikan terhadapatindak pidana 

mendistribusikanadokumen bermuatanakesusilaan yangadisertai ancamanakekerasan di 

wilayah hukum PolresaSukoharjo. 

 

B. MetodeaPenelitian  

1. JenisaPenelitian   

Jenisapenelitian yangadigunakan adalahapenelitian hukum empiris. Penelitian 

hukumaempiris merupakanapenelitian yang mengkajiahukum dalam kenyataanadi 

dalam masyarakat. 

2. JenisaData 

a. Data Primera 

Data yang diperolehadari hasil penelitianalapangan denganacara 

mengajukanapertanyaanasecara lisan (wawancara) adengan penyidikadan 

korban dan mengajukanabeberapa pertanyaanasecara tertulis. 

b. Data Sekundera 

Dataayang diperoleh dariapenelitian bahan pustakaadengan cara 

mengumpulkan data yang terdapatadalam Peraturan Perundang-undangan, 

buku-buku, dan artikelayang adaahubungannya denganamasalah yangaakan 

diteliti. 

1) KitabaUndang-UndangaHukum Pidanaa (KUHP);  

2) Undang-UndangaNomor 19 Tahuna2016 tentang Informasiadan Transaksi 

Elektronik; a 

3. Teknik Analisa Data 

Setelahamendapatkan dataadiperlukan metode analisis data. Penulis 

menggunakanaanalisis data kualitatif, yang manaapenulis tujukanaterhadap 

kasus-kasusayang tidakadapat disusun kedalamasebuah kategoris. Dalam 

menganalisa adata yang akanadigunakan penulisayaitu deskriptifaanalitis, 

dimanaauntuk memberikanadata yang setelitiamungkin tentangakeadaan atau 

gejala-gejalaalainnya. Serta untukamempertegas hipotesa-hipotesaaagar dapat 

membatuateori-teori lama, atauadalam rangkaamenyusun teori-teoriabaru.7  

 

C. PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen 

bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum 

Polres Sukoharjo  

Prosesapenyidikan kejahatan aasusila melalui media sosial harus 

melibatkan saksi ahli bahasaauntuk mengetahuiaapakah konteksabahasa yang 

digunakan oleh pelakuaadalah tindak pidanaaatau bukan. Berdasarkanahasil 

wawancara, pihak Polres Sukoharjoatidak dapat memberikanainformasi terkait 

prosesapenangkapan pelakuapada kasus tindak pidanaamendistribusikan dokumen 

bermuatan kesusilaanayang disertai ancamanakekerasan yang berhasiladiselesaikan 

 
7 SoerjonoaSoekanto. 1986. PengantaraPenelitian Hukum. Jakarta: aUI Press Cet ke-3. Hal. a50. 
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oleh pihak kepolisian karena bersifat rahasia8. Prosesapenyidikan kasus ini, 

dilakukanaberdasarkan ketentuanadalam UU ITE Pasal 42 yang menegaskan 

“penyidikan terhadapatindak pidana sebagaimanaayang dimaksud dalamaundang-

undangaini dilakukanaberdasarkan ketentuanadalam hukum acaraapidana dan 

ketentuan dalamaundang-undang ini”. DalamaKUHAP diatur pada BAB 

penyidikanaPasal 107, adan ini sebagaimanaadiatur pula pada Pasal 43 UU ITE, 

bahwa selain penyidik pejabatapolisi Negara Republik Indonesia, jugaabekerja 

sama denganapejabat pegawaiaNegeri sipil.  

Menurutahasil wawancaraadengan Bripka FerizalaY E, SH, 

MHaKepolisian Resort Sukoharjo bahwaaperan polisiadalam penegakanahukum 

terhadap asusilaamerupakan bagian dariaperanan kepolisianasebagai aparat 

penegak hukumaberupaya semaksimalamungkin dalamamengungkap kasusaasusila 

ini. Kepolisianamelakukan berbagaialangkah strategisadan konstruktifadalam 

melaksanakanaperlindunganahukum sesuaiadengan hak dan amasyarakat, tertib 

danategaknya hukum9.  

Kepolisan ResortaSukoharjo dalamaupaya penanggulanganatindak pidana 

asusila, melaksanakanaperan utamanyaayaitu melakukan penyelidikanadan 

pinyidikan. Penyidik sesegeraamungkin menanggapiasetiap adanya laporan dari 

anggota masyarakattentang adanya tindakapidana asusilaadengan melakukan 

penyelidikan, karena laporan tersebut harusadi dukungaoleh bukti-buktiayang kuat 

untuk menentukanapakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.  

Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan 

menegakan keadilan,bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, 

seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, atidak sewenang-

wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi 

Manusia.  

Peran Kepolisian Resort Sukoharjo dalam mengungkap kasus asusila 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui pelaku tindak asusila 

tersebut10. Dasar dari penyidikan dugaan tindak pidana asusila adalah adanya 

laporan Polisi Mode lB yang diterima dari pelapor atau korban tentang adanya 

dugaan tindak pidana asusila di wilayah hukum kemudian dilimpahkan 

penanganannya kepada Unit Reskrim untuk ditangani oleh penyidik atau penyidik 

pembantuadan dilakukanapemeriksaan awal dalam bentuk Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) aterhadap pelaporaatau korban untuk menemukan adanya 

peristiwa pidana dan apakah sudah cukup bukti.   

Titikapangkal pemeriksaanadihadapan penyidikaadalah tersangkaakarena 

dari tersangka diperoleh keteranganatentang peristiwaapidana yang sedang 

diperiksa. Akan tetapi, asekalipunatersangkayang menjadi titik tolak pemeriksaan 

tersangka tidakaboleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisator). 

Tersangkaaharus di tempatkan padaakedudukan manusia yangamemiliki 

harkatadan martabat sertaaharus dinilaiasebagai subjek, abukan sebagaiaobjek. 

Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 

 
8 Wawancara Dengan AKP Tarjono Sapto Nugroho, SH, MH (Kasar Reskrim) selaku Penyidik Kepolosian 

Resort Sukoharjo (Polres) Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB 
9 Wawancara dengan Bripka Ferizal Y E, SH, MH (Banit 2), Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Senin 29 

November 2021 jam 12.30 WIB 
10 Wawancara dengan IPDA Joko Nursalim (Kanit 2), selaku penyidik Penyidik Kepolisian Resort 

Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB 
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8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakimanamenyebutkan bahwaatersangka harus dianggapatidak bersalah sesuai 

dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” asampai diperolehaputusan 

pengadilanayang berkekuatan hukumatetap11.  

 Tata caraapemeriksaanapenyidikan difokuskan sepanjang hal yang 

menyangkut persoalan hukum. Proses penyidikan yangadilakukan penyidikadan 

penyidik pembantu adalah:   

 

1.  Menghubungiapelapor danmelengkapiaadministrasi penyidikan (Mindik) awal  

2. Pemeriksaanasaksi-saksi danapengumpulanabukti-bukti.   

3. Menentukan danamencariaserta melakukanapemeriksaan tersangka  

4. Melakukanaupaya paksa terhadapaorang yang dilaporkana  

5. Melakukan tindakanapenyidikana  

6. Penyusunanadan penyerahanaberkas perkara  

7. Pengawasanadan pengendalianapenyidikan tindakapidana asusilaa  

Prosesapenyidikan harus melindungiahak-hakatersangka dan undang-

undangatelah memberiabeberapaahak perlindunganaterhadapahakaasasinya 

sertaaperlindungan terhadapahaknya untuk mempertahankanakebenaran dan 

pembelaan diri12. a 

Upayaauntuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret 

dapat dikatakan penyelidikan dinilaiasesudah terjadinya tindakapidana untuk 

mendapatkanaketerangan-keteranganatentang:   

1. Tindakanapidana apa yang dilakukan  

2. Kapanatindakan ituadilakukan  

3. Dimana tindakanaitu dilakukan  

4. Denganaapaatindakan itu dilakukan  

5. Bagaimana tindakan itu dilakukan  

6. Mengapaatindakan itu dilakukan  

7. Siapaapelaku tindakan tersebut.  

Pentingnyaapenyidikan perkaraadalam pelakanaanahukum acaraapidana 

dapat dilihat dalamahubungan denganaketentuan-ketentuan KUHAPamengenai 

penyidikan, apenuntutan dan peradilanaperkara. Seorangapenyidik harus 

melakukanapenyelidikanasecaraatertip danaharusaselalu memperhatikanadalil-

dalil yang ada dilapangan. a a 

Seorang penyelidik aharus memperhatikanadan menyidikasetiap fakta 

yang adaadilapangan sekecilaapapun karena sejalanadengan tujuanahukum 

acara pidana, amaka tugas penyelidikan perkara adalah “amencari kebenaran 

materiil” memang, dalama penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil 

yang mutlak tidak akan pernah dapatadiperoleh 100% karenaahanya Tuhanlah 

yang mengetahui. aWalaupun demikianadenganamemperhatikanasetiap dalil 

dan fakta sekecilaapapun bukti-bukti yangaaberkaitanadengan perkara pidana 

dapat dicariasebanyak-banyaknya asehingga suatu penyelidikan dapat 

mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa 

pelàku-pelakunya. Penyelidikanadilakukanadengan maksud danatujuan 

 
11 M. YahyaaHarahap (selanjutnyaadisebut M. YahyaaHarahap I). 2009. PembahasanaPermasalahan 

PenerapanaKUHAP Penyidik danaPenuntutan. Jakarta: SinaraGrafika, hal. 134 
12 M. Yahya Harahap I. Op. Cit. hal. 135 
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mengumpulkan bukti apermulaanaatau buktiayang cukup agaradapat dilakukan 

tindak lanjut penyidikan.  

Penyidikasetelahaselesaiamelakukan penyelidikan, maka hasil 

penyelidikan dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil 

penyelidikan itu dianggap cukup bukti-buktapermulaan untukadilakukan 

penyidikan, maka KepolisianaResort Sukoharjo melakukan penanganan 

selanjutnyaadengan melakukanapenindakan.  

 

2. Hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana 

mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman 

kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo 

Salahasatu permasalahanapokok yang terjadi di wilayah hukumaKepolisian 

Resort Sukoharjo dan menjadi tugas Kepolisian Resort Sukoharjo adalah dalam 

pembuktian yang dilakukan oleh Penyidik polres Sukoharjo bahwa untuk 

membuktikan tidakan pelaku yang sudah menghapus bukti yang dimilikinya yang 

ia gunakan dalam kejahatan yang ia lakukan itu sangatlah sulit, dalam perkara yang 

diusung oleh penulis tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam Porses 

penyidikanya. 

Penanggulanganatindak pidana bukanlahasuatu hal yang mudahauntuk 

dilaksanakan olehaaparat kepolisian, ademikian pulaadalam penanggulangan 

kejahatan asusilaamelalui mediaasosial. Ada berbagaiakendala atau hambatan yang 

dihadapiaoleh kepolisian, dalamahal ini PolresaSukoharjo dalamamenanggulangi 

kejahatan asusilaatersebut, diantaranya adalah: a  

1. Sulit memperoleh saksi kejahatan dalam perkara ini karena tidak semua orang 

dapat mengetahui tentang kegiatan yang disebut dengan mendistribusikan 

karena kegiatan tersebut dialkukan oleh pelaku yang ditujukan kepada salah 

satu pihak saja dan berdasarkan kejadian tersebut penyidik kesulitak karena 

didalam membuat Laporan polisi minimal harus mencantumkan dua orang 

saksi.   

2. Keberadaanapelaku yang sulit dideteksiasekalipun menggunnakanateknologi. 

3. Dalam pembuktian Penyidik Polres Sukoharjo dalam melakukan 

Pembutiannya perlu membawa barang buti yang telah disita berupa 

Handphone yang digunakan oleh pelaku berupa 1 (satu) unit HP OPPO A37f 

dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 IMEI2 804878037503509 

ke Laboratorium Forensik Polda Jawa tengah yang yaerada di kota semarang, 

dalam kegiatan tersebut yang menjadi hambatan oleh penyidik ialah lamanya 

waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya karena memang 

banyaknya tahapan berupa memilah data data yang telah terhapus didalam 

Alat yang digunakan oleh Anggota Laburatorium Forensik Polda jawa 

tengah, atas kejadian tersebut dampak yang dialami oleh penyidik ialah 

mundurnya waktu pengiriman berkas Tahap satu yang seharusnya sudah 

dapat di kirimkan ke Kejaksaan setempat dengan menunggu hasil tersrsebut.  

4. Permintaan ijin penyitaan yang harus dilakukan dimana Barang atau benda 

yang disita Oleh penyidik harus diajukan dimana barang atau benda tersebut 

disita. Didalam perkara yang ditangani oleh penulis bahwa penyitaanabarang 

berupa 1 (satu) unitaHP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 

804878037503517 IMEI2 804878037503509 harus dilakukan di Pengadilan 

negri Ngawi karena barang tersebut juga disita saat dilakukan penangkapan 
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oleh tersangka di Kabupaten Ngawi sehingga jauhnya jarak dari Wilayah 

hukum Polres Sukoharjo sangat menyita waktu penyidik karena Dalam 

kegiatan tersebut penyidik seharusnya dapat melakukan kegiatan lainya yang 

bisa dilakukan untuk melengkapi Adminsitrasi penyidikan. Masihaterjadinya 

kejahatanaasusila melaluimedia sosial diawilayah hukum KepolisianaResort 

Sukoharjo membuatapihak Kepolisianamelakukan upaya-upayaa untuk dapat 

menangani terjadinya tindak pidana asusila. 

5. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini 

yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Sukoharjo masih sangatlah kurang 

karena dalam beberapa hal Penydik masih melakukan pembuktian yang 

dilakukan dengan menggunakan bantuan Instansi lain ataupun dengan satuan 

atas.  

 

D. PENUTUP 

KESIMPULAN 

1. Pelaksanaan penyidikanaterhadap tindak pidanaamendistribusikan dokumen 

bermuatan kesusilaan yang disertai ancamanakekerasan di wilayah hukum Polres 

Sukoharjo. Pelaksanaanapenyidikan yangadilakukan penyidik dan penyidik 

pembantu adalah: Menghubungi pelapor danamelengkapi administrasiapenyidikan 

(Mindik) awal, pemeriksaanasaksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti.  

Menentukan dan mencariasertaamelakukan pemeriksaan tersangka. Melakukan 

upayaapaksa terhadap orang yang dilaporkan. aMelakukan tindakanapenyidikan. 

Penyusunan dan penyerahan aberkas perkaraaPengawasan dan 

pengendalianapenyidikan tindak pidana asusila. Kepolisian dalam 

melengkapiadokumen, maka penyidikamengambil sidik jari dan memotret 

tersangka. Hal iniauntuk memudahkanapetugas kepolisian untuk mencari identitas 

tersangka apabila iaamengulangi tindakapidana lagi. aProses di atas setelah 

dilaksanakan, amaka tahap selanjutnyaaadalah pemeriksaanatersangka dan saksi. 

Pemeriksaanatersangka dan saksiamerupakan bagian atauatahap yang paling 

penting dalam proses penyidikan,sebabadari tersangkaadanasaksi akan diperoleh 

keterangan-keterangan yangaakan dapat mengungkapaakan segala sesuatu tentang 

tindak pidana yang terjadi.  

2. Penanggulanganatindak pidana bukanlahasuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan 

oleh aparat kepolisian, demikian pula dalam penanggulangan kejahatan asusila 

melalui media sosial. Ada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh 

kepolisian, dalam hal ini Polres Sukoharjo dalamamenanggulangi kejahatanaasusila 

tersebut, diantaranyaaadalah: Sulit memperoleh saksi kejahatan dan Keberadaan 

pelaku yang sulit dideteksi sekalipunamenggunakanateknologi, dalam pembuktian 

Penyidik Polres Sukoharjo dalam melakukan Pembuktiannya perlu membawa 

barang bukti yang telah disita berupa Handphone yang digunakan oleh pelaku 

berupa 1(satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 

804878037503517 IMEI2 804878037503509 ke Laboratorium Forensik Polda 

Jawa tengah yang berada di Kota Semarang, dalam kegiatan tersebut yang menjadi 

hambatan oleh penyidik ialah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

hasilnya karena memang banyaknya tahapan berupa memilah data-data yang telah 

terhapus didalam alat yang digunakan oleh Anggota Laboratorium Forensik Polda 

Jawa Tengah, atas kejadian tersebut dampak yang dialami oleh penyidik ialah 

mundurnya waktu pengiriman berkas Tahap satu yang seharusnya sudah dapat di 
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kirimkan ke Kejaksaan setempat dengan menunggu hasil tersebut, Permintaan ijin 

penyitaan yang harus dilakukan dimana barang atau benda yang disita oleh 

penyidik harus diajukan dimana barang atau benda tersebut disita.  

3. Didalam perkara yang ditangani oleh penulis bahwa penyitaan barang berupa 1 

(satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 

IMEI2 804878037503509 harus dilakukan di Pengadilan negri Ngawi karena 

barang tersebut juga disita saat dilakukan penangkapan oleh tersangka di 

Kabupaten Ngawi sehingga jauhnya jarak dari Wilayah hukum Polres Sukoharjo 

sangat menyita waktu penyidik karena Dalam kegiatan tersebut penyidik 

seharusnya dapat melakukan kegiatan lainya yang bisa dilakukan untuk melengkapi 

Adminsitrasi penyidikan. Masih terjadinya kejahatan asusilaamelalui mediaasosial 

di wilayah hukumaKepolisian Resort Sukoharjo membuat pihakaKepolisian 

melakukanaupaya-upaya untuk dapat menangani terjadinyaatindak pidanaaasusila.  

Faktor teknologi, mengenaiakemajuan teknologi informasi yang adaasaat ini yang 

dimiliki oleh Kepolisian Resor Sukoharjo masih sangatlah kurang karena dalam 

beberapa hal Penydik masih melakukan pembuktian yang dilakukan dengan 

menggunakan bantuan Instansi lain ataupun dengan satuan atas.  

 

SARAN 

1. Hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana 

mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan 

di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Semakin maraknya kejahatan asusila 

dikhawatirkan dapatamenimbulkan kerusakan moral bagiagenerasi muda. Oleh 

karena itu diperlukan upaya penaggulangan yang serius dari berbagai pihak, 

termasukapihak kepolisian, Kepolisian Resort Sukoharjo sebagai bagian 

dariaKepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan upaya penanggulangan 

terhadap kejahatan asusila melalui langsung maupun media sosial. Upaya ayang 

dilakukanaKepolisian Resort Sukoharjo terhadapakejahatanasusila melalui media 

sosial adalah: Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kota Surakarta. 

Meningkatkan dana/anggaran penyidikan. 

. 
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